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BUPATIKUTAITIMUR

PROVINSIKALIMANTANTIMUR

PERATURANDAERAHKABUPATENKUTAITIMUR

NOMOR : 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAANPELAYANANPUBLIK

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIKUTAITIMUR,

a. bahwa pelayanan publik merupakan hak dan kebutuhan

dasar bagi setiap warga negara sebagaimana yang telah

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban

membangun sistem pelayanan publik secara terpadu dan

berkelanjutan dalam upaya memenuhi harapan dan

tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;

c. bahwa untuk pemahaman hak dan kewajiban antara

penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat, perlu

adanya pengaturan terkait penyelenggaraan pelayanan

publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik:

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik:Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 ten tang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik:

Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur

dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang
\

Pengesahan International Covenant on Economic, Social,

and Cultural Rights (Kovenan Intemasional ten tang Hak-

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara

Republik: Indonesia Tahun 2005 Nomor 118,' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang

Pengesahan International Covenant on Civil and Political

Rights [Kovenan Intemasional tentang Hak-Hak Sipil dan

Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4558);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ten tang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-undang ...
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7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang

Ombudsman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4899);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 ten tang Tata

Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesia Nomor 4737);

13. Peraturan ...
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5149);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran

Negara RepublikIndonesia Nomor 5357);

15. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Tahun 2013 Nomor 191);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara

Tahun 2014 Nomor 615);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Tahun

2014 Nomor 1715);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik

(Berita Negara Tahun 2015 Nomor 25);

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road

Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Tahun 2015

Nomor 27);

20. Peraturan ...
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nornor 6 Tahun

2009 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kutai

Timur;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKUTAITIMUR

dan

BUPATIKUTAITIMUR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN TENTANGDAERAH PENYELENGGARAAN

PELAYANANPUBLIK.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut

dengan DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kutai Timur.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prmsip

otonorni seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

6. Satuan ...
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6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

SKPDadalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

7. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat

atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

8. Pelayanan barang publik adalah pelayanan yang

menghasilkan berbagai bentuk /jenis barang yang

dibutuhkan oleh masyarakat.

9. Pelayanan jasa publik adalah pelayanan yang menghasilkan

berbagai bentukjasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

10. Pelayanan administratif adalah pelayanan yang

menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang

dibutuhkan oleh masyarakat, baik berupa perizinan mapun

non perizinan.

11.Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut

penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara

pemerintah daerah, korporasi, lembaga independen yang

dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan

pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk

semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

12.Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut

Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap

orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang

berlugas melaksanakan tindakan atau serangkaian

tindakan pelayanan publik.

13.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara

atau badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima

manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun

tidak langsung.

14. Standar ...



- 7 -

14. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji

Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka

pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau,

dan terukur.

15. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian

kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan

informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari

Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam

bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile,

bahasa gambar, darr/ atau bahasa lokal, serta disajikan

secara manual atau elektronik.

16. Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan

pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang

dilaksanakan dalam satu tempat dan di kontrol oleh

sistem pengendalian managemen guna mempermudah,

mempercepat dan mengurangi biaya.

17. Maklumat Pelayanan adalah pemyataan tertulis yang

berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang

terdapat dalam standar pelayanan.

18. Indeks Kepuasan'Masyarakat adalah ukuran kepuasan

masyarakat sebagai penerima layanan yang disediakan

oleh Penyelenggara pelayanan publik berdasarkan standar

pelayanan yang telah ditetapkan.

19. Pertanggungjawaban Pelayanan Publik adalah perwujudan

kewajiban Penyelenggara pelayanan publik untuk

mempertanggungjawabkan kepada masyarakat mengenai

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, melalui

mekanisme pertanggungjawaban secara periodik.

20. Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima

pelayanan yang berisi informasi tentang ketidaksesuaian

an tara pelayanan yang diterima dengan standar

pelayanan yang telah ditentukan.

21 Pengaduan ...
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21. Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima

Pelayanan yang berisi informasi tentang ketidaksesuaian

an tara pelayanan yang diterima dengan Standar

Pelayanan yang telah ditentukan.

22. Pelayanan khusus adalah pelayanan yang diberikan

kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan

peraturan perundang- undangan.

23. Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang timbul

dalam bidang pelayanan publik an tara penerima layanan

dengan Penyelenggara pelayanan publik akibat ketidak-

sesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar

pelayanan publik yang telah ditetapkan.

BAB II

ASAS,TUJUAN,DANRUANGLINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal2

Penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten berasaskan:

a. kepentingan umum;

b. kepastian hukum;

c. kesamaan hak;

d. keseimbangan hak dan kewajiban;

e. profesionalitas;

f. partisipatif;

g. persamaan perlakuan atau non-diskriminatif;

h. keterbukaan;

i. akuntabilitas;

J. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

k. ketepatan waktu, dan

1. kecepatan ...
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1. kecepatan, kemudahari, dan keterjangkauan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten

adalah:

a. terwujudnya

kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait

dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten;

pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas

umum pemerintahan dan korporasi yang baik;

c. terpenuhinya penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;

d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasa14

Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi semua bentuk

pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan

administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara

pelayanan publik di Kabupaten.

BAB III

ORGANISASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Pasal 5

Organisasi penyelenggara dalam Peraturan Daerah tentang

Pelayanan Publik di wilayah Kabupaten mencakup pembina

dan penanggungjawab serta penyelenggara pelayanan yang

melaksanakan pelayanan publik.
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Pasal6

(1) Pembina Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Pasal 5

adalah Bupati.

(2) Penanggung jawab Pelayanan Publik sebagaimana

dimaksud Pasal 5 adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal ?

Penyelenggara pelayanan yang melaksanakan Pelayanan

Publik sebagaimana dimaksud Pasal 5, terdiri dari:

a. setiap institusi penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

melaksanakan Pelayanan Publik.

b. korporasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Undang-

undang untuk kegiatan Pelayanan Publik .

c. lembaga independen yang dibentuk berdasarkan peraturan

daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang

melaksanakan pelayanan pu blik.

d. badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk

kegiatan Pelayanan Publik.

BABIV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Bagi Penyelenggara Pelayanan Pu blik

Pasal8

Penyelenggara memiliki hak:

a. memberikan pelayanan tanpa diharnbat pihak lain yang

bukan tugasnya;

b. melakukan kerja sarna;

C. mempunyai anggaran pembiayaan

pelayanan pu blik;

penyelenggaraan

d. melakukan ...
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d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan

yang tidak seSU81 dengan kenyataan dalam

penyelenggaraan pelayanan publik; dan

e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasal9

Penyelenggara berkewajiban:

a. menyusun dan menetapkan stan dar pelayanan;

b. menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat

pelayanan;

c. menempatkan pelaksana yang kompeten;

d. menyediakan sarana, prasarana, dan jatau fasilitas

pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim

pelayanan yang memadai;

e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan

asas penyelenggaraan pelayanan publik;

f. melaksanakan

pelayanan;

pelayanan sesuai dengan stan dar

g, berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan

publik;

h. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang

diselenggarakan;

1. membantu masyarakat dalam memahami hak dan

tanggung jawabnya;

J. bertanggung jawab dalam pengelolaan orgamsasi

penyelenggara pelayanan publik;

k. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum

yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan

tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan

l.memenuhi. ..
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1. rnemenuhi panggilan atau rnewakili organisasi untuk hadir

atau rnelaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas

permintaan pejabat yang berwenang dari lernbaga negara

atau instansi pernerintah yang berhak, berwenang, dan sah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan Bagi Pelaksana Pelayanan Publik

Pasal 10

Pelaksana berkewajiban:

a. rnelakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan

yang diberikan oleh Penyelenggara;

b. rnemberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan

perintah suatu tindakan hukurn atas permintaan pejabat

yang berwenang dari lernbaga negara atau instansi

pernerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;

d. rnemberikan pertanggungjawaban apabila rnengundurkan

diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan

peraturan perundang-undangan; dan

e. melakukan evaluasi dan rnernbuat laporan keuangan dan

kinerja kepada Penyelenggara secara berkala.

Pasal 11

Pelaksana dilarang:

a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus orgamsasi

usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan

instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan

usaha rnilik daerah;

b. meninggalkan ...
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b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai

alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan

peraturan perundang- undangan;

c. menarnbah Pelaksana tanpa persetujuan Penyelenggara;

d. membuat perjanjian kerja sarna dengan pihak lain tanpa

persetujuan Penyelenggara; dan

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Bagi Masyarakat

Pasal 12

Masyarakat berhak:

a. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;

b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;

c. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;

d. mendapat advokasi, perlindungan, darr/ atau pemenuhan

pelayanan;

e. memberitahukan kepada pimpman penyelenggara untuk

memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan

tidak sesuai dengan standar pelayanan;

f. memberitahukan kepada Pelaksana untuk memperbaiki

pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai

dengan standar pelayanan;

g. mengadukan Pelaksana yang melakukan penyimpangan

standar pelayanan dan/ atau tidak memperbaiki pelayanan

kepada Penyelenggara dan ombudsman;

h. mengadukan

penyimpangan
Penyelenggara yang melakukan

standar pelayanan dan/ atau tidak
memperbaiki pelayanan kepada pembina Penyelenggara

dan ombudsman; dan

i. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas

dan tujuan pelayanan.

Pasal ...
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Pasa113

Masyarakat berkewajiban:

a. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana

dipersyaratkan dalam standar pe1ayanan;

b. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan! atau

fasilitas pelayanan publik; dan

c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait

dengan penye1enggaraan pe1ayanan publik.

BABV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Bagian Pertama

Standar Pe1ayanan

Pasal14

(1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan

standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan

Penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi

1ingkungan.

(2) Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penye1enggarawajib

mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

Pasal15

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar

pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

a. sederhana;

b. partisi patif;

c. akuntabel;

d. berkelanjutan;

e. transparansi; dan

f. keadilan.

Pasal...
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Pasal16

(1) Komponen standar pelayanan terdiri atas:

a. komponen standar pelayanan yang terkait dengan

proses penyampaian pelayanan (service delivery); dan

b. komponen standar pelayanan yang terkait dengan

proses pengelolaan pelayanan di intemal organisasi

(manufacturing) .

(2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:

a. persyaratan;

b. sistem, mekanisme,dan prosedur;

c. jangka waktu pelayanan;

d. biayay tariff;

e. produk pelayanan; dan

f. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

(3) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

pengelo1aan pelayanandi intemal orgarusast

(manufacturing) meliputi:

a. dasar hukum;

b. sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas;

c. kompetensi pelaksana;

d. pengawasan intemal;

e. jumlah pelaksana;

f. jaminan pelayanan;

g. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam

bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman,

bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan;

h.evaluasi ...
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h. evaluasi kinerja pelaksana; dan

1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Pasal 17

Penyelenggara wajib merubah Standar Pelayanan apabila

terdapat adanya perubahan kebijakan, inovasi dalam

pelayanan, penerapan tekno1ogi informasi, bisnis proses, dan

perubahan lainnya.

Bagian Kedua

Maklumat Pe1ayanan

Pasal 18

Penye1enggara wajib menyusun dan menetapkan maklumat

pe1ayanan yang merupakan pemyataan kesanggupan

penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan

Standar Pelayanan.

Pasal19

(1) Hal-hal yang perlu dimuat dalam Maklumat Pelayanan

adalah:

a. pernyataan dan kesanggu pan untuk

melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar

pe1ayanan.

b. pemyataan memberikan pe1ayanan sesuai dengan

kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara

terus-menerus.

c. pemyataan kesediaan untuk menerima sanksi,

dan! atau memberikan kompensasi apabila pe1ayanan

yang diberikan tidak sesuai standar

(2) Maklumat Pe1ayanan yang te1ah disusun wajib

dipublikasikan secara Iuas, jelas, dan terbuka kepada

masyarakat, melalui berbagai media yang mudah diakses

oleh masyarakat.

R .~aglan ...
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Bagian Ketiga

Sistem Informasi Pelayanan Publik

Pasal20

(1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap

penyelenggaraan pelayanan pub1ik perlu diselenggarakan

Sistem Informasi yang terpadu dan terintegrasi.

berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari

penyelenggara pada setiap tingkatan.

(3) Penyelenggara berkewajiban mengelola Sistem Informasi

yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau

nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi:

a. profil penyelenggara;

b. prom pelaksana;

c. standar pelayanan;

d. maklumat pelayanan;

e. pengelolaan pengaduan; dan

f. penilaian kinerja.

(4) Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat

secara terbuka dan mudah diakses.

Bagian Keempat

Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan.' atau Fasilitas

Pasa121

(1)Penyelenggara dan pelaksana berkewajiban mengelola

sarana, prasarana dan Zatau fasilitas pe1ayanan secara

efektif, efisien, transparan, akuntabe1 dan

berkesinambungan, serta bertanggungjawab terhadap

pemeliharaan dan Iatau penggantian sarana, prasarana

dan Iatau fasilitas pelayanan publik.

(2)Pelaksana ...
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(2)Pelaksana wajib memberikan laporan kepada Penyelenggara

mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana

darr/atau fasilitas pelayanan sesuai dengan tuntutan

kebutuhan standar pelayanan.

(3)Atas laporan kondisi dan kebutuhan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara melakukan analisis

dan menyusun daftar kebutuhan sarana, prasarana

dan/ atau fasilitas pelayanan.

(4)Atas analisis dan daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Penyelenggara melakukan pengadaan sesuai

dengan peraturan

mempertimbangkan

perundang- undangan

prinsip efektifitas,

dengan

efisiensi,
transparansi, akuntabilitas dan berkesinambungan.

Pasal22

(1) Penyelenggara yang bermaksud melakukan perbaikan

sarana, prasarana, dan Zatau fasilitas pelayanan publik

wajib mengumumkan dan mencantumkan batas waktu

penyelesaian pekerjaan secara jelas dan terbuka.

(2) Perbaikan sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan

publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang

mengakibatkan terhentinya kegiatan pelayanan publik.

(3) Pengumuman oleh Penyelenggara harus dilakukan

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum

pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan memasang tanda

yang memuat nama kegiatan, nama dan alamat

penanggung jawab, waktu kegiatan, alamat pengaduan

berupa nomor telepon, nomor tujuan pesan layanan

singkat (short message service (sms)), laman (website), surat

elektronik (e-maib, dan kotak pengaduan.

(4) Penyelenggara dan Pelaksana yang tidak melakukan

telah melakukan kelalaian.

Bagian...
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Bagian Kelima

Pelayanan Khusus

Pasal23

(1) Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan

dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat

tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak.

Bagian Keenam

Pengelolaan Pengaduan

Pasa124

(1) Pengadu mempunyai hak untuk menyampaikan

pengaduan atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai

dengan stan dar pelayanan atau pengabaian kewajiban

dari/atau pelanggaran larangan olen penyelenggara.

(2) Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang

berasal dari pengadu, rekomendasi ombudsman, DPRD

dalam batas waktu tertentu.

(3) Penyelenggara berkewajiban menindaklanjuti hasil

pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2).

(4) Dalam pengelolaan pengaduan, penyelenggara wajib:

a. mengumumkan nama dan alamat kantor penanggung

jawab pengelola pengaduan;

b. mensosialisasikan mekanisme dan prosedur

pengelolaan pengaduan;

c. menerima, menanggapi, memproses, d"'......CUL

menyelesaikan setiap pengaduan;

d. menyalurkan ...
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d. menyalurkan pengaduan yang bukan kewenangannya

kepada penyelenggara lain yang berwenang;

e. melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan

pengaduan;

f. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan

pengaduan;dan

g. setiap penyelenggara wajib menyediakan sarana

pengaduan untuk mengelola pengaduan pelayanan

publik

(5) Pada setiap sarana pengaduan harus tersedia informasi

tentang mekanisme atau tata cara pengaduan secara

langsung, tidak langsung, darr/ atau elektronik yang

mudah diperoleh dan dipahami oleh penerima pelayanan.

Pasal25

(1) Penyelenggaran wajib menyediakan formulir pengaduan

yang memuat sekurang-kurangnya:

a. identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat

lengkap;

b. uraian keluhan atas pelayanan; dan

c. tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.

(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung.

(3) Penyelenggara wajib

untuk pengaduan

langsung.

(4) Penyelenggara dapat menyediakan media untuk

menyediakan kotak pengaduan

yang disampaikan secara tidak

pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara

lain surat elektronik, pesan layanan singkat, dan telepon.

Pasal. ..
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Pasal26

(1) Penyelesaian pengaduan harus dilaksanakan secara

cepat, tepat, tertib,

dipertanggungjawabkan.

(2) Penyelenggara wajib menunjuk pelaksana yang

tuntas, dan dapat

bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut

pengaduan yang diterima di lingkungan kerjanya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian

pengaduan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal27

(1) Penyelenggara dapat membentuk unit pengaduan

masyarakat.

(2) Unit pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berfungsi untuk mengelola pengaduan dari

masyarakat, baik pengaduan yang berupa sumbangan

pikiran, saran dan gagasan dalam rangka perbaikan

penyelenggaraan pelayanan publik, maupun pengaduan

yang berisi informasi mengenai adanya indikasi terjadinya

penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang

dilakukan oleh penyelenggara atau pelaksana, sehingga

mengakibatkan kerugian masyarakat/Negara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit

pengaduan masyarakat akan diatur dengan Peraturan

Bupati.

Bagian Ketujuh

Pengawasan

Pasa128

(1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan

oleh pengawas intemal dan pengawas ekstemal.

(2)Pengawasan ...
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(2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik

dilakukan melalui:

a. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan

peraturan perundang-undangan; dan

b. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan

peraturan perundang- undangan.

Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik

dilakukan melalui:

a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau

pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan publik;

b. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan

peraturan perundang-undangan; dan

c. pengawasan oleh DPRD.

Bagian Kedelapan

Penilaian Kinerja

Pasal29

(1) Pembina danfatau penanggungjawab penyelenggaraan

pelayanan publik berkewajiban melakukan penilaian

kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

berdasarkan standar pelayanan.

(3) Organisasi Penyelenggara danfatau pelaksana yang

kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan penghargaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kinerja dan

pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian...
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Bagian Kesembilan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Pasal30

(1) Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan

penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik

secara periodik.

(f')\
\ ""} Untuk melaksanakan kinerja sebagaimana

dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pengukuran indeks

kepuasan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan

publik masing-masing penyelenggara pelayanan publik.

(3) Apabila ditemukan ketidaksesuaian nilai antara indeks

kepuasan masyarakat dengan stan dar pelayanan publik,

maka akan dilakukan pembinaan dan pengembangan

kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengembangan

kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik diatur dengan

Peraturan Bupati.

BAB VI

SISTEM PELAYANAN TERPADU

Pasa131

(1) Dalam rangka meningkatkan kelancaran, kemudahan dan

percepatan dalam pelayanan, terhadap jenis pelayanan

tertentu, Penyelenggara dapat membentuk sistem

pelayanan terpadu.

(f')\
\ ""}

dan percepatan pelayanan agar lebih memberi manfaat,

efektif dan efisien bagi penyelenggara, pelaksana dan

masyarakat.

(3) Sistem pelayanan terpadu mengandung unsur:

a. kesatuan penangangan;

b kesatuan ...
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b. kesatuan tempat dan/ atau jaringan elektronik;

c. kesatuan pengendalian; dan

d. kesatuan sistem pelaporan.

(4) Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan dengan

sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bl\.B VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan publik dilakukan sejak penyusunan standar

pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian

penghargaan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak dan

kewajiban, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan

pelayanan publik.

(3) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan

pelayanan publik.

(4) Tata cara pengikut sertaan masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 33

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf b, Pasal 9,

Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 20 ayat (3)

dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat

(1) dan ayat (4), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), ayat (3) dan

ayat (4), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dikenakan

sanksi administrasi.

(2) Jenis ...
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(2) Jenis-jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud

ayat (1)berupa:

a. peringatan lisan;

b. peringatan tertulis;

d. penurunan pangkat;

e. mutasi jabatan;

g. pemberhentian dengan hormat tidak atau permintaan

sendiri; dan/ atau

(3) Tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administrasi

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(4} T.ata.cara.dan .mekanisme penerapaa. .sanksi.admj;gjsttasi

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(5) Pengaturan tata cara dan mekanisme sebagaimana

dimaksud. padaAyat (4:.~,.ilitetaP-kan- .P&Ulg lamhat J_ Js.atuJ.
tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BABIX

K_ERA_liASlAAN DOJUtMEJj

Pasa134

(1) Penyelenggara wajib menjamin ketersediaan dokumen

yang .autentik .dan, ierpecaya .sesuai, p.rinsi.p.,. kaidah. .dan,

stan dar kearsipan sebagaimana dibutuhkan dalam

penyelenggara pelayanan publik, untuk diakses

masyarakat.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diakses untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan

dan pelayanan publik, dengan memperhatikan prmsip

keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip.

(3)Dokumen...
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(3) Dokumen penyelenggaraan pelayanan publik dapat

dinyatakan tertutup apabila memenuhi persyaratan yang

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyelenggaraan dan pelaksanaan yang membuka Zatau

tidak menjaga kerahasiaan dokumen pelayanan publik

yang seharusnya dirahasiakan dokumen pelayanan publik

yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak yang tidak

berwenang, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BABX

KETENTUANPENUTUP

Pasa135

Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal i 8 Me i 20 1 7

BUPATIKUTAlTIMUR,

IS

Diundanskan di Sangatta
pada tanggal 23 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENKUTAlTIMUR,

L __.
LEMBARANDAERAHKABUPATENKUTAlTIMURTAHUN2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAl TIMUR PROVINSI
KALIMANTANTIMUR : (2/18/2017)
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PENJELASAN

_ATAS

PERATURAN DAERAH KUTAI TIMUR

NOMOR 2 TABUN 2017

TE,N'rAN.G.

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

L UMUM_

Pelayanan Publik merupakan amanat Konstitusi, oleh karena itu, untuk

bisa meningkatkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, sederhana dan

JllJ.ulah. diakses oleh, masyar.akat .sehingga, perln diseJeJlggarakanP.clay.anan-

Publik yang sesuai dengan standar pelayanan publik dengan tujuan memberikan

kemanfaatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Penyelenggaraan Pelayanan

Publik merupakan perwujudan pelaksanaan

Pelayanan bagi setiap masyarakat yang berupa pelayanan barang publik,

pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan sumber daya aparatur sebagai

aset utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pekembangan teknologi informasi yang semakin canggih,

makapemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan pelayanan publik dengan

.sarana penunjang .pelayanan yang .memadai, 1lJJ1uk .memenuhi, .kebu_tuhal;)._

masyarakat dan mempermudah proses

meningkatkankemandirian unit-unit pelayanan.

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan

penyusunan, serta

menjaminpenyediaan pelayanan publik yang baik serta untuk memberi

perlindungan bagi setiap warga negara dan badan hukum dari penyalahgunaan

wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan

hokumyang mendukungnya.
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Berdasarkan Pertimbangan tersebut, Pemerintahan Kabupaten Kutai

Timur perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Publik. Adapun

materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : Ruang Lingkup

Penyelenggaraan Pelayan Publik, Pembina dan Penanggung jawab, Organisasi

Penyelenggara, Kerja sarna Penyelenggara, Hak dan Kewajiban Penyelenggara,

Hak nan Kewajiban, .Masyarakat, Penyusunan, Penetapan, MakJ-ll.W.at dan-

Penerapan Standar Pelayanan, Pemantauan dan Evaluasi, Peran serta

II. PASALDEMIPASAL

Pasal, 1

Cukup Jelas.

Pasa12

Cukup jelas.

Pasa13

Pasa14

Cukup jelas.

Pasa15

Cukup jelas.

Pasa16

Cukup jelas .

.Pasal7

Cukup jelas.

Pasa18

Cukup jelas.

Pasal9
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Pasa110.

Cukup jelas,

Pasalil.

Cukup jelas.

J>.asa112~

Cukup jelas.

Pasa113

Cukup jelas,

Pasal14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas .

..Pasal16

Cukup jelas.

Pasal17

Cukup jelas,

Pasal18

Cukup jelas.

Pasal19

Cukup jelas.

Pasa120

Cukup jelas,

Pasal21

Cukup jelas,

Pasa122

Cukupjelas.
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Pasal23

Cukup jelas.

Pasal24

Cukup jelas.

Pasal25

Cukup jelas.

Pasal26.

Cukup jelas;

Pasal27.

Cukup jelas.

Pasal28

Cukup jelas .

..Easal29

Cukupjelas

Pasa130

Cukup jelas.

Pasal31

Cukup jelas;

Pasal32

Cukup jelas.

Pasa133

Cukup jelas.

Pasal34

Cukup jelas;

Pasal35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 7 .


